
 

 

 

BAB III 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan pembahasan pada bab II sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut; 

Terdapat ketidaksinkronan antara persyaratan Penyelesaian Sengketa 

Antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan dalam kewenangan 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang 

Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan dengan Peraturan Otoritas 

Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan. Ketidaksinkronan tersebut 

menimbulkan konsekuensi bahwa penyelesaian sengketa antara Konsumen 

dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana 

Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan 

dengan nominal sengketa diatas Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) 

dan sengekta antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang diatas 

Rp 750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bidang Asuransi 

Umum wajib menyelesaikan sengketa terlebih dahulu di Otoritas Jasa 

Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) .POJK Nomor 

1/POJK.07/2014. Berdasarkan POJK Nomor 1/POJK.07/2013 Pasal 41 sudah 

jelas menyatakan bahwa sengketa di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana 

Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, Perusahaan Gadai, atau Penjaminan 

paling banyak Rp. 500.000.000 dan Asuransi Umum paling banyak Rp. 
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750.000.000. Berdasarkan ketidaksinkronan tersebut menimbulkan 

konsekuensi penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan menjadi tidak 

menerapkan prinsip efektif dan efisien serta tidak menerapkan prinsip 

penyelesaian sengketa Konsumen sederhana, cepat, dan biaya terjangkau. 

Ketidaksinkronan persyaratan penyelesaian sengketa Konsumen dan Pelaku 

Usaha Jasa Keuangan menimbulkan akibat yang tidak baik serta menghambat 

salah satu tujuan OJK dalam melindungi kepentingan Konsumen dan 

masyarakat. 

B. SARAN 

 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

dilakukan berupa: 

Otoritas Jasa Keuangan seharusnya mengkhususkan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga 

Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Sektor Jasa Keuangan pada persoalan- 

persoalan sengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha Jasa Keuangan 

dengan nilai sengketa dibawah Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah) 

di bidang Perbankan, Pasar Modal, Dana Pensiun, Asuransi Jiwa, Pembiayaan, 

Perusahaan Gadai, atau Penjaminan dan sengekta antara Konsumen dan 

Pelaku Usaha Jasa Keuangan dengan nilai sengketa dibawah Rp 

750.000.000,00 (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) di bidang Asuransi 

Umum). 
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